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Abstract 

 

Employment developments in Indonesia, influenced by the Industrial Relations between Government 

and Employers. Industrial relations are needed in the protection of workers in each company. 

Employment law in legislation, contracts, and cooperative agreements are continuing to experience the 

dynamics change in industrial relations. Employment issues in Indonesia often arise in industrial 

relations disputes in particular the case of termination of employment (FLE) unilaterally by the 

company. Industrial disputes due to layoffs, require the law enforcement aspect through the regulation 

of Law No.13 of 2003 on Manpower, and Law No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. 

In its implementation, these laws and regulations have not reached the disputing parties, so that 

problem solving often results in disputes between workers and employers, and the government. This 

research method use a normative juridical. Primary data and csecondary data were analyzed 

qualitatively. The bipartite layoff settlement between the company and the workers, in its 

implementation, has met with many failures in the bargaining process. Department of Labor has 

attempted to implement Law No.13 of 2003 and Law No.2 of 2004 on Mayor Regulation No.64 of 2016 

as an implementation of the mediation settlement. However, the data in the field shows the 

implementation has not been effective, because industrial dispute settlement case takes approximately 6 

months (180 days), exceeds the provisions in Law No.2 of 2004. 

 

Keywords: Labor; Industrial Relation; Dispute 

 

Abstrak 

 

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hubungan industrial antara  

pemerintah dan pengusaha. Hubungan industrial  tersebut diperlukan dalam perlindungan terhadap 

pekerja pada setiap perusahaan. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia selalu 

dimunculkan lewat perselisihan hubungan industrial yang banyak terjadi pada kasus pemutusan 

hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Hal tersebut memerlukan aspek penegakan 

hukum melalui peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode yang 

digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan 

yang ada dilapangan. Tipe penelitiannya yuridis normatif, sehingga dari data primer dan data sekunder 

dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian nenunjukan Penyelesaian PHK secara Bipartite antara pihak 

perusahaan dengan pihak pekerja, dalam implementasinya banyak menemui kegagalan dalam 

bargaining. Dinas Ketenagakerjaan telah berupaya untuk menerapkan Undang-Undang No. 13 tahun 
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2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dalam Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2016 sebagai 

bentuk implementasi dalam penyelesaian secara mediasi. Namun apabila melihat data di lapangan 

belum efektif, karena kasus seputar penyelesaian perselisihan indutrial penyelesaianya kurang lebih 6 

bulan (180 hari), melebihi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. 

 

Kata kunci : Ketenagakerjaan; Hubungan Industrial; Perselisihan 

 

A. Pendahuluan 

 

Perselisihan ihubungan industrial (PHIi) 

iakibat terjadinya iPemutusan ihubungan ikerja 

(iPHKi), memerlukan iaspek ipenegakan hukum 

imelalui iperaturan iUndang-iUndang iNomor 13 

iTahun i2003 itentang Ketenagakerjaan idan iUn-

dang-iUndang Nomor i2 iTahun 2004 itentang 

iPenyelesaian Perselisihan iHubungan iIndustrial. 

iDalam iimplementasinya ike dua iperaturan ipe-

rundangan tersebut ibelum imenyentuh pada 

ipihak iyang berselisihi, isehingga ipenyelesaian 

masalah isering imenimbulkan perselisihan 

ipekerja iterhadap pihak ipengusaha imaupun 

ipihak pemerintahi. iMenurut iPasal i1 iangka i22 

iUndang-iUndang iNomor i13 Tahun i2003 ime-

nyatakan i: “iPerselisihan ihubungan iindustrial 

adalah iperbedaan ipendapat yang imengakibat-

kan ipertentangan iantara ipengusaha atau iga-

bungan ipengusaha idengan pekerja iatau iserikat 

ipekerja karena iadanya iperselisihan imengenai 

ihak dan ikepentingan idan iperselisihan pemu-

tusan ihubungan ikerja iserta perselisihan iantara 

iserikat pekerja idalam isatu iperusahaan.”
1
 

iPrinsip ipenyelesaian iperselisihan ihu-

bungan industrial idilakukan iioleh pengusaha 

idan ipekerja iatau serikat ipekerja isecara musya-

warah idan imufakat. iPada ibagian menimbang 

iangka i (bi) iUndangi-Undang iNomor i2 Tahun 

i2004 imenyatakan : i“iDalam era iindustrialisasi 

imasalah iperselisihan pemutusan  ihubungan 

ikerja menjadi isemakin imeningkat dan ikom-

pleki, isehingga diperlukan iinstitusi idan ime-

kanisme penyelesaian iperselisihan ihubungan 

                                                
1

Undang-undang ketenagakerjaan terbaru dan 

terlengkap, tim Legality, Yogyakarta: 2017, hlm,6. 

iindustrial iyang cepati, itepati, adil idan imurahi.” 

Kebijakan ipemerintah idi ibidang ketenagaker-

jaan isebagaimana idituangkan dalam iUndangi-

iUndang Nomor i13 iTahun i2003i, perlu iada ika-

jian isecara lebih imendalam isebagai iefektivitas 

hukum iketenagakerjaan isudah itidak dapat ime-

nyelesaikan ikasus-ikasus iyang itimbul dalam 

ihubungan industriali. iPadahal ipemerintah  iDi-

nas tenaga ikerja iKota Tangerang imempunyai 

ikewenangan terhadap iaspek iperlindungan 

ipekerja sebagaimana idisebutkan idalam bagian 

imenimbang iangka ib dan ic idari iUndang-

iUndang itersebut. iMelihat iaspek yuridis ipe-

nyelesaian iperselisihan ihubungan iindustrial idi 

atasi, isudah selayaknya iUndangi-Undang iNo. 

i13 Tahun i2003 idijadikan ipedoman bagi iada-

nya iperlindungan hukum ibagi ipekerja iyang 

mengalami i (iPHK) ioleh iperusahaan. 

Kerangka teori yang digunakan dalam 

ipenelitian ini imenggunakan iTeori Negara 

iHukum isebagai Grand iTheoryi, teori iHukum 

iPerlindungan sebagai iMidlle iTheory dan iteori 

iHukum Ketenagakerjaan isebagai iApplied 

Theoryi. 

iPermasalahan idalam ipenelitian iini iada-

lah: iBagaimanakah ipenyelesaian PHK isecara 

iBipartite dalam hubungan iindustrial? iDan 

Bagaimanakah iupaya idilakukan ioleh Dinas 

iKetenagakerjaan iKota iTangerang terhadap 

iefektifitas iUndangi-Undang iNomor i2 Tahun 

i2004  idalam ipenyelesaian Mediasi iPHK. 

 

B.  Metode Penelitian 

 

iMetode dalam ipenelitian iini deskriptif 

analisis yang menggambarkan permasalahan 

yang ada di lapangan kemudian dianalisa untuk 
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menjawab permasalahan yang dihadapi. Tipe 

ipenelitian iyang digunakan iadalah iyuridis nor-

matif idengan ifokus pada norma-norma hukum 

yang berlaku. Adapun pengkajiannya dengan 

cara meneliti data sekunder sebagai data utama, 

sedangkan data primer sebagai data pendu-

kung. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui Studi Kepustakaan ( Liblary 

Research) dan studi lapangan (Field Research). 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagaker-

jaan Kota Tangerang. iAnalisis data iterhadap 

data iprimer idan idata sekunderi, dilakukan ise-

cara ikualitatif guna memperoleh kesimpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

 

C.  Hasil dan Pembahasan 

 

1. Penyelesaian Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) secara Bipartite dalam     

hubungan industrial dan Upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Tangerang terhadap efektifitas 

Undang undang No. 2 Tahun 2004 dalam 

Penyelesaian Medasi Hubungan Kerja 

PHK. 

 

iPasal 1 iangka 16 iUndangi-iUndang iNo. 

i13 itahun 2003 imenyatakan ibahwa hubungan 

iindustrial iadalah suatu isistem ihubungan yang 

iterbentuk iantara pelaku idalam iproses barang 

iatau ijasa iyang iterdiri dari iunsur ipengusahai, 

pemerintah idan ipekerja ididasarkan pada inilai 

inilai Pancasila idan iUndang-iUndang iDasar 

i1945.
2
 iPelaksana ihubungan iindustial ini iharus 

isenantiasa dijiwai ioleh inilai-inila i5 (ilimai) isila 

idalam Pancasilai. iAdapun tujuan ihubungan 

industial iadalah imengemban citai-icita iprokla-

masi kemerdekaan iIndonesia idalam pemba-

ngunan inasioanal idalam imewujudkan masya-

rakat iadil idan makmur iserta iikut imelaksana-

kan keadilan isosial imelalui ipenciptaan 

                                                
2
 ibid hlm,9. 

ketenanganbekerjai, idan ketertiban iuntuk iime-

ningkatkan produksi idan ikesejahteraan pekerja 

idalam ipersaingan ipasar globali. iSarana pendu-

kung ihubungan iindustrial iperlu adanya isikap 

imental dan isikap isosial yang sama iantara 

pekerjai, ipengusaha idan pemerintahi. iSehingga 

itidak ada isikap isaling merugikan idan penin-

dasan ioleh ipihak yang isecara isosial ekonomi 

iyang ilebih ikuat kepada ipihak ipekerja atau 

iserikat ipekerja yang ilemahi. iUntuk imelaksana-

kan ihal tersebut i, imaka iperlu mewujudkan 

ifalsafah  ihubungan iindustrial yang ikondusif 

idalam ilingkungan kerja isebagai iberikuti:
3
 1i. 

iLembaga iBipartite isebagai sarana ihubungan 

iindustrial antara ipengusaha idengan iserikat ipe-

kerja idalam iperusahaan; i2i. Lembaga Tripartite 

isebagai sarana ihubungan iindustrial antara  

ipemerintahi, ipengusaha dengan ipekerja iatau 

iserikat pekerjai; 3. iPerjanjian ikerja isebagai 

sarana iperaturan ibersifat iperdata dalam ihu-

bungan ikerja; i4. iPeraturan  iperusahaan sebagai 

isarana ipendukung dalam iproduktivitas ikerja 

idan efisiensi iperusahaan; i5. Kesepakatan ikerja 

ibersama isebagai sarana iperaturan iantara iorga-

nisasi serikat ipekerja idengan perusahaani. 

iPeran pengusaha idan pekerja iidalam penyele-

saian iBipartite isangat pentingi, ipenyelesaian 

HPI isecara ibipartite antara ipihak iperusahaan 

dengan ipihak  ipekerjai, dalam iimplementasi-

nya ibanyak ilebih banyak imenemui iikegagalan 

dalam ibargainningii. iHal ini idikarenakan iPihak 

iperusahaan atau imanagemen ilebih ikuat iposisi-

nya dalam ibargainningi. iLalu dalam iperun-

dingan ianggota iserikat pekerja ikurang ime-

mahami ipermasalahan idan tuntutan isecara 

inormatif itentang kondisi iketenagakerjaan 

idengan kondisi imanagemen iperusahaani. I 

Perselisihan ihubungan iindustrial iantara 

pihak ipengusaha idengan ipihak serikat ipekerja 

idalam iperusahaan, iterdiri idari i2(iduai) bagian : 

ia. iPerselisihan hak iyaitu perselisihan iyang 

itimbul karena isalah isatu ipihak  tidak 

                                                
3
 Abdul, Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 

Bandung: Citra Aditya, 2003, hlm.175. 
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imemenuhi iisi perjanjian ikerjai, peraturan 

iperusahaan idan ikesepakatan ikerja bersama 

iantara iserikat ipekerja dengan iperusahaani; ib.  

iPerselisihan ikepentingan yaitu iperselisihan 

iyang iterjadi akibat iadanya iperubahan isyarat-

isyarat ikerja iatau yang itimbul ikarena itidak 

adanya ipersesuaian ipaham antara iserikat ipe-

kerja idengan iperusahaan. iPasal 1 iayat (i2i) 

Undangi-iUndang iNo. i2 Tahun i2004 imenyata-

kan iperselisihan hak iadalah isebagai perselisih-

an iyang itimbul dengan itidak idipenuhinya haki, 

iakibat adanya iperbedaan ipelaksanaan idan 

penafsiran iterhadap iperjanjian kerjai, peraturan 

iperusahaan dan ikesepakatan ikerja bersamai.
4
 

iSedangkan iperselisihan kepentingan imenurut 

Pasal i1 iayat (i3i) iUndang-iUndang iNo. i2 

iTahun 2004 iadalah iperselisihan iyang timbul 

idalam ihubungan ikerja ikarena tidak iadanya 

ipersesuaian ipaham mengenai iperubahan isya-

rati-syarat ikerja isebagaimana iditetapkan idalam 

perjanjian ikerjai, peraturan iperusahaan idan 

ikesepakatan kerja iBersamai.
5

 I 

Perselihan ihak dan iperselisihan ikepen-

tingan idari hasil iianalisis data iDinas Ketena-

gakerjaan iKota iTangerang pada ibulan iDesem-

ber 2019i, idan 4 (empat) itahun ike belakangi. 

iBerdasarkan ihasil iwawancara terdapat irisalah 

iperundingan antara iserikat ipekerja idengan 

perusahaan ibanyak imengalami ijalan buntu 

idalam ipenyelesaian bipartitei. Kasus iyang itim-

bul di idalam iperusahaan yakni itimbulnya 

iperselisihan ihubungan iindustrial isecara garis 

ibesarnya iadalah isebagai berikut i: iTidak dilak-

sanakannya ihak ipekerja idan iKesadaran peker-

ja iakan ikesejahteraani. Tujuan ihukum iketena-

gakerjaan iadalah imemberikan keadilan isosial 

ibagi pekerja idan ikeluarganyai. iPekerja mela-

kukan ipekerjaan iuntuk imendapatkan kehidup-

an iyang isejahterai. iDalam prakteknya isering 

iterjadi perselisihan ipenyesuaia ikenaikan iupahi, 

ibonus, itunjangn ihari rayai, itunjangan iupah 

lembur idan ilainnyai. Pihak iperusahaan akan 

                                                
4
 Op.cit.Hukum Acara Perburuhan, hlm. 160. 

5
 Ibid hlm,161. 

iselalu imenunda ikesejahteraan pekerja idengan 

imenolak kesepakatan  iperundingan idengan 

iorganisi pekerja idengan ialasan iefisiensii, 

efektivitas idan iproduktivitasi. Padahal ikebijak-

sanaan ipengupahan isebagaimana diatur idalam 

iPasal i88 iUndang-iUndang iNo. i13 iTahun i2003 

ayat i (i2)meliputi :
6
 1i) Upah minimumi, i2) 

Upah ikerja lemburi, i3) iUpah itidak masuk ika-

rena iberhalangan, i4i) Upah itidak imasuk ikerja 

karena imelakukan ikegiatan diluar ipekerjaan-

nyai, 5i) iUpah karena imenjalankan ihak iistira-

hat kerjanyai, i6i) iBentuk idan cara ipembayaran 

iupah, i7) iDenda idan potongan iupahi, i8) iHal 

iyang dapat idiperhitungkan idengan iupah, i9) 

iStruktur ipengupahan iyang iproporsional, i10i) 

Upah iuntuk ipembayaran pesangoni, i11i) iUpah 

untuk ipajak ipenghasilan. 

 

Berdasarkan Studi Pustakaan  

Penyelesaian ibipartite di idalam perusa-

haan ibanyak imengalami kendala ipada ifaktor 

ikurangnya komunikasi ianatara iserikat pekerja 

idengan iperusahaanii. iPekerja dan iserikat ipe-

kerja mengalami ijalan ibuntu idalam iperun-

dingan dan imelakukan iaksi adu ikekuatan 

idengan demo idalam iperusahaan idan memaksa 

imenghentikan ikegiatan produksii. iAksi idemo 

pekerja isering idiagendakan ipada setiap ihari 

iburuh pada itanggal i1 iMei dengan ituntutan 

iupah yang ilayaki, hapus ikerja ikontrak (iout-

sourchingi) idan hapus iPeraturan iMenteri 

Tenaga ikerja iNo. 78 iTahun 2017 itentang 

iPengupahani. Pemutusan ihubungan ikerja ioleh 

perusahaan imerupakan iawal petaka ipekerja 

ikarena ikehilangan mata ipencaharian ihidup 

idengan ikeluarganya. iPHK idilakukan oleh 

ipihak imanagemen itanpa imeminta perundingan 

idan ipersetujuan terlebih idahulu idengan ipihak 

serikat ipekerjai. iDalam penyelesaian isecara 

ibipartite itersebut dimana ipihak ipekerja iberada 

idalam pihak iyang ilemah idari aspek isosial 

iekonomis idan ikurang mendapatkan ipembe-

laan iserta perlindungan ihukumi. Pihak 

                                                
6
 Op.cit Undang-Undang Ketenagakerjaan, hlm. 66. 
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iiperusahaan melakukan ipenekanan iterhadap 

pihak ipekerja iatau iserikat pekerja idengan 

imerumahkan ipekerja dalam ibatas iwaktu yang 

itidak iditentukan. iPerusahan imelakukan PHK 

imengupayakan itanpa ipemberian uang ipesang-

oni, iuang jasa iatau penghargaan imasa ikerja 

berdasarkan iPasal i157 iUndangi-Undang iNoi. 

13 Tahun i2003i.
7
 iPekerja dalam imelaksanakan 

hubungan ikerja, iterkena ipelanggaran terhadap 

idisiplin ikerja, idiantaranya ipekerja yang isering 

imelakukan mangkir  idalam i5 (ilimai) ihari ber-

turuti-iturut tanpa iketerangani, dikategorikan 

imengundurkan idiri secara isepihaki, ipekerja 

melakukan ikesalahan idalam bekerja isehingga 

imerugikan perusahaani. iAda ijuga  pelanggaran 

ihukum perdata imenurut iPasal 1365 iKUHPer-

data disebut i “ionrechtmatige daadi.” iTerhadap 

imereka diberikan isurat iperingatan 1i, 2 idan 3 

idan iScorsing iserta penundaan ikenaikan ijabat-

an idan tunjangani. iAdapun ipelanggaran  pida-

na iberupa ikejahatani, ipihak perusahaan imela-

porkannya ikepada penyidik idari ikepolisiani. 

iPihak iserikat ipekerja melakukan ipembelaan 

ihubungan industrial ibanyak idipengaruhi ioleh 

pihak iperusahaani, isehingga sanksi ihukuman 

ilebih idiskriminasi iatas iberbagai hubungan 

iprimordial idan iSARA (isukui, ras idan iagamai), 

serta irencana iperusahaan iuntuk imengurangi 

ijumlah pekerja itetap idan imengganti dengan 

ipekerja ikontrak. 

Peran ipengusaha idan serikat ipekerja ida-

lam penyelesaian ibipartite idi dalam iperusaha-

an idiperlukan Lembaga ikerja isama iyang 

memahami iimplemnetasi Undangi-iUndang iNoi. 

13 iTahun 2003 junto iUndangi-Undang iNo. i2 

iTahun i2004 imengenai ihal sebagai iberikut i: 

iPerbedaan mengenai ikeadaan iketenagakerjaan 

di idalam iperusahaan iyang  itransparan dalam 

iperubahan iperjanjian ikerjai, peraturan iperusa-

haan idan  iperan iserikat pekerja idalam imeru-

muskan iikesepakatan kerja ibersama iidalam 

mencapai itujuan ikeadilan sosial ibagi ikehidup-

an ipekerja dan  ikeluarganyai; iHubungan ikerja 

                                                
7
 Ibid, hlm. 119. 

yang idilandasi ioleh ihakekat pekerja idan ipe-

ngusaha idalam  ihubungan sosial iekonomis 

idan yuridisi; iKetidak ipatuhan ipengusaha dan 

ipekerja iatau serikat ipekerja idalam imelaksana-

kan isi iperjanjian ikerjai, peraturan iperusahaan 

idan ikesepakatan ikerja Bersama idalam ihu-

bungan iindustrial. 

Penyelesaian Perselisihan PHK melalui 

iMediator imenurut Undangi-iUndang No. i30 

Tahun i1999 itentang iArbitrase Pasal i6 iayat i 

(3i) “apabila iterjadi iperselisihani, imaka atas 

ikesepakatan itertulis ipara pihak idalam imenye-

lesaikan iperselisihan secara imediatori.” Se-

dangkan iUndangi-Undang iNoi. 2 iTahun i2004 

itentang Penyelesaian iPHI iPasal i4 ayat i (i4i), 

“apabila ipara pihak itidak imenetapkan penye-

lesaian imelalui ikonsiliasi idalam waktu itujuh 

ihari kerjai, iinstansi iyang bertanggung ijawab idi 

ibidang ketenagakerjaan imelimpahkan iperseli-

sihan kepada imediatori.” iPenyelesaian mediasi 

idilakukan ioleh mediator ipada isetiap kantor 

iyang ibertanggung ijawab dibidang iketenaga-

kerjaan ikabupateni/ikota. iPenyelesaian imelalui 

imediasi tidak iditawarkan ibersamaan idengan 

konsiliasi ikarena ipemerintah ingin imelaksana-

kan ipelayanan ipublik melalui imediator iyang 

berwenangi. iPegawai Negeri iSipili/iPNS pada 

iinstansi iyang ibertanggung ijawab di ibidang 

iketenagakerjaan iyang dapat idiangkat imediator 

ipenyelesaian perselisihan ihubungan ikerja 

isebagai ikut icampur ipemerintah dalam imelak-

sanakan itanggung ijawab negara iterhadap iwar-

ga masyarakati.
8
  iSelanjutnyai Pembukaan iUn-

dangi-iUndang Dasar iNKRI i1945 ialinea ke 

iempat imenetapkan bahwa itujuan inegara 

iIndonesia iyakni “imelindungi isegenap bangsa 

iIndonesia idan seluruh itumpah idarah iIndonesia 

dan iuntuk imemajukan kesejahteraan iumumi, 

imencerdaskan kehidupan ibangsai, dan iikut 

imelaksanakan iketertiban idunia iyang 

berdasarkan ikemerdekaani, iperdamaian abadii, 

                                                
8
 Irawan, jurnal: Kajian hukum dan keadilan, Hakim ad 

Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada 

Pengadilan Mataram, Email : ir4wan@yahoo.co.id. 
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idan ikeadilan isosial” iDalam iPasal i27 ayat i (i1) 

iUndangi-iUndang Dasar iNKRI i1945 imenyata-

kan “isegala iwarga inegara bersamaan ikedu-

dukannya idi idalam hukum idan ipemerintahan 

idan wajib imenjungjung ihukum dan ipemerin-

tahan idengan itidak ada kecualinyai”. iDari 

Pembukaan iUndang-Undang iiDasar iNRI i1945 

idi atasi, iterdapat iempat itujuan iibernegara, iyak-

ni :
9

 iai. Protection ifunctioni, negara imelindungi 

iseluruh tumpah idarah iIndonesiai, bi. iWelfare 

functioni, inegara iwajib mewujudkan ikesejah-

teraani, ci. iEducational functioni, inegara ber-

kewajiban imencerdaskan ikehidupan bangsai, id. 

iPeacefulness ifunctioni, negara iberkewajiban 

menjaga iperdamaiani. 

Sebagai negara hukum recht staats arti-

nya bahwa segala sesuatu harus bedasarkan 

hukum/peraturan yang ada. Disamping itu 

setiap warga inegara mempunyai ihak iyang 

sama idi hadapan ihukum i (iEquality Before iThe 

iLaw). i

10
 iNamun hukum iyang ibaik adalah ihu-

kum iyang hidup ididalam imasyarakat i (Living 

iiLaw ), ibagaimana idi usulkan ioleh iRoscoe 

iPound : iLaws ias a itool iof social ienginering i 

(dalam iterjemahan ibahwa itujuan hukum 

iadalah isebagai sarana ipembaharuan iwarga).
11

 

a. Negara Hukum  

Pengertian inegara ihukum idimulai sejak 

iPlato idengan ikonsepnya bahwa ipenyeleng-

garaan negara iyang iibaik ialah iyang didasarkan 

ipada iperaturan yang ibaik iyang disebut idengan 

iistilah “inomoii”. iKemudian iide itentang negara 

ihukum popular ipada iabad 17 isebagai iakibat 

dari isituasi ipolitik idi Eropa iyang ididominasi 

oleh iiabsolutisme.
12

 iRechtstaat atau ithe irule of 

                                                
9
 Lulu, Husni, Op.Cit, hlm 13 

10
 Kansil C.T.S, ST Kansil Christine, Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusaka,  

jakarta: 2008, hlm, 165. 
11

 Roestandi Achmad, Bachtiar Ibrahim, Pengantar 

Teori Hukum, Bandung: 1983, hlm,20. 
12

 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara 

Indonesia Pasca Amandeme UUD1945, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta:2011, hlm 61 

ilaw idalam kepustakaan iIndonesia isering iditer-

jemahkan isebagai inegara hukum idiantaranyai, 

Notohamidjojo imenggunakan rechtstaati, 

iMuhammad Yami imenggunakan irechtstaat, 

igovernment of ilaw. iDisampin imenggunakan 

iistilah rechtstaati, iada juga iyang imenggunakan 

istilah ithe rule iof ilaw.
13

 iKonsep inegara 

hukum iiEropa Kontinental iistilah irechtstaat 

dipelopori ioleh iFrederich iJulius Stall imeliputi 

iempat unsur iyaitui:
14

 ai. iPengakuan dan iperlin-

dungan iterhadap hak iasasi imanusia;  ib. iNega-

ra didasarkan ipada iteori itrias politicai; ci. iPe-

merintahan diselenggarakan iberdasarkan 

iiundang-iundangi; idi. Peradilan iadministrasi 

negara iyang ibertugas imenangani kasus iper-

buatan  melawan ihukum ioleh pemerintahi. 

iiAlbet iVan iDicey mengemukakan  iunsur iuta-

ma inegara ihukum, iyaitu: i

15 
ia. iSupermasi hu-

kum i (iSupermacy iof lawi); ibi. Persamaan ikedu-

dukan idalam hukum ibagi isetiap iorang (iEqu-

ality before ithe lawi); ci. Konstitusi itidak meru-

pakan isumber idari ihak-ihak asasi imanusia idan 

jika ihaki-hak iasasi imanusia itu idiletakkan 

idalam konstitusii, ikonstitusi iharus melindungi-

nyai. iBintan R. Saragih imenyatakan konsep 

inegara ihukum iadalah “isebagai inegara dimana 

ipemerintah imaupun irakyatnya ididasarkan iatas 

hukum iuntuk imencegah iadanya tindakan 

isewenangi-wenang idari ipihak ipemerintah dan 

itindakan irakyat yang idilakukan imenurut 

kehendaknya isendirii.”
16

 iPokok pengertian 

inega-ra ihukum menyebutkan ibahwa ikekuasa-

an negara idibatasi ioleh ihukum, idalam iarti 

                                                
13) Iriyanto A.Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji 

Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, PT  Alumni, 

Bandung:2008, hlm.13. 
14

Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum 

Nasional dan Internasional, Ghalia 
Indonesia,Jakarta:1994, hlm. 32. 

15
Majda Elmuhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi 

Indonesia, Kencana Pranada Media    Group, 

Jakarta:2015, hlm 21. 
16

Pataniari Siahaan,Politik Hukum Pembentukan 

Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, 

Konpres, Jakarta:2012, hlm. 23.   
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segala isikapi, itingkah lakui, idan perbuatan ibaik 

iyang dilakukan ioleh ipenguasa inegara imana-

pun yang idilakukan ipara warga inegaranya iha-

rus didasarkan iasas ihukum, isehingga ihukum 

iharus bersifat iadil.
17

  

Menurut Padmo Wahyono negara hukum, 

tidak iboleh imenyimpang idari prinsip idemo-

krasi yaitu ipemerintahan idari rakyat i, ioleh irak-

yat dan iuntuk irakyati. Prinsip iini imenjadi 

iukuran bagi isemua itertib iyang berlaku iterma-

suk itertib ihukum sehingga imemberikan idasar 

bagi iprinsip ikedaulatan ihukum bersumber 

ipada ikedaulatan rakyat i.
18

 iNegara ihukum yang 

idikembangkan ibukanlah iabsolute rechtstaati, 

imelainkan idemocratische rechtstaati. iKonse-

kuensi negara ihukum iyang demokratis iperlu 

iadanya isupremasi ikonstitusi isebagai bentuk 

ipelaksanaan idemokrasii. iMenjadikan negara 

iihukum sebagai iorganisasi iyang isubstansial 

imampu imenjadikan irumah iyang menyenang-

kani, imensejahterakani, dan imembahagiakan 

irakyat. iHukum iyang idiciptakan ibukanlah 

hanya isekedar imengatur, itetapi iuntuk menca-

pai itujuan iluhur iyakni keadilani, ikebahagiaan, 

idan kesejahteraan irakyat.
19

 

Prajudi mengatakan bahwa the rule of 

law memiliki 3 (tiga) asas sebagai berikut :
 20

 a. 

iAsas monopoli ipaksa adalah imonopoli ipeng-

gunaan kekuasaan idan ipaksaan iuntuk mem-

buat iorang imentaati iapa yang imenjadi ikepu-

tusan ipenguasa negara ihanya iada iditangan 

pejabat ipenguasa iyang iberwenang.; ibi. Asas 

ipersetujuan irakyat iadalah warga imasyarakat 

iihanya iwajib  tunduk idan idapat idipaksa iuntuk 

tunduk ikepada iperaturan iyang  dibuat ibadan 

ilegislatif ataupun iyang idibuat ioleh pemerin-

                                                
17

Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara 

Indonesia,  CV Andi Offset, Yogyakarta : 2018, hlm 3 
18

 iJum Anggrianii, iHukum Administrasi iNegara, Graha 

iilmu, iYogyakarta : i2012, ihlm. 38.i 
19

 iTeguh iPrasetyo & iHalim iBarkatullah, iFilsafati,Teori 

i& iIlmu Hukumi, iPT RajaGarfindo    iPersadai, Depok i: 

i2014i, ihlm. 322.i. 
20

 iIbid, ihlm. 39. 

tahi; ic. iAsas ipersekutuan hukum iadalah irakyat 

idan penguasa inegara ibersama-isama imerupa-

kan suatu ipersekutuan ihukum. iSelanjutnya ine-

gara ihukum menurut iArief  iBudiman imeng-

hendaki isegala tindakan iatau iperbuatan 

ipenguasa imempunyai dasar ihukum iyang ijelas 

iatau legalitasnya iberdasarkan ihukum itertulis 

idan hukum itidak itertulis.  iNegara ihukum 

idapat idibedakan sebagai iNegara ihukum dalam 

iarti iformal idan iNegara hukum idalam arti 

imateriil.
21

  

Banyak pendapat tentang negara hukum, 

sehingga dapat diambil kesimpulan dalam 

hubungannya dengan syarat inegara hukum 

iyaitu: iPerlindungan ikonstitusional idengan 

ipengertian ibahwa ikonstitusi iselain menjamin 

ihak iasasi iiindividu, ijuga iharus menetukan icara 

iprosedural untuk imemperoleh iiperlindungan 

iatas haki-ihak yang idijamini; iBadan kehakiman 

iyang ibebas idan itidak imemihak; iKebebasan 

imenyatakan pendapat i; iPemilihan iumum yang 

ibebasi; Kebebasan iuntuk iberorganisasi dan 

iberoposisii; iPendidikan kewarganegaraani. 

b. Negara Hukum Pancasila : 

Satjipto Rahardjo imengatakan ibahwa 

“iinegara hukum iadalah ikonsep modern iiyang 

tidak itumbuh idalam masyarakat iIndonesia  

isendiri, itetapi ibarang impori. iProses imenjadi 

negara ihukum ibukan menjadi ibagian idari 

isejarah sosial ipolitik ibangsa ikita di imasa ilalu 

seperti iterjadi di iEropai, tetapi iiapa yang idike-

hendaki oleh ikeseluruhan ijiwa yang itertuang 

idalam dalam iUUD i1945 setelah iperubahan 

iadalah isesuatu yang iberbeda idengan konsep 

inegara ihukum barat idalam iarti irechtstaat 

maupun irule iof ilawi” 
22

 iPancasila isebagai 

ideologi inegara imemiliki inilai-inilai ikehidupan 

iberbangsa idan bernegara idalam imelaksanakan 

tujuan inegara iIndonesia sebagaimana itertuang 

                                                
21

 iSalim HS i&iSeptiana Nurbani iErliesi, iPenerapan 

iTeori Hukum iDalam iPenelitian Disertasi idan iTesis 

PT RajaGrafindo iPersada, iJakarta i: i2015, ihlm 2i-i3i 
22

 iSatjipto Rahardjoi, iMembedah ihukum iprogresif, i 

(Buku ikompasi, Jakartai: i2006), ihlm 48i 
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idalam alinea ike iempat Pembukaan iUUD 

i1945.
23

 iiKeberadaan Pancasila isebagai ilandas-

an ideal idapat iidigunakan isebagai penguji idari 

hukum ipositif iyang ada idi Indonesiai, iyang 

iberarti segala ipembentukan ihukum dan 

ipenerapannya itidak ilepas dari inilai-nilai 

iPancasila isebagai iStaatsfundamental inorm 

iatau norma idasar ibernegarai.
24

 iLima idasar 

negara iterdapat idi dalam ipembukaan ialinea 

keempati. iKarena iitulah Pancasila idisepakati 

isecara nasional isebagai iperjanjian iluhur yang 

iharus idijadikan pedoman ibagi ibangsai, 

pemerintah idan iseluruh rakyat iIndonesiai.
25

 

Kemudian idalam iamandemen iUUD 1945 

idipertegas idalam Pasal i1 iayat i (3i) ibahwa i 

“negara iIndonesia iadalah negara ihukumi.” 

iNegara hukum iyang iberlandaskan Pancasilai, 

imempunyai iciri-iciri iyaitu :
26

 iAdanya 

ihubungan iyang erat iantara iagama dan inegarai; 

Bertumpu ipada iKetuhanan Yang iMaha iEsa; 

                                                
23

i“Kemudian dari ipada itu iuntuk imembentuk isuatu 

pemerintahan inegara iIndonesia iyang imeilndungi 
isegenap ibangsa Indonesia idan iseluruh tumpah idarah 

iIndonesia dan iuntuk imemajukan ikesejahteraann 

umumi, mencerdaskan ikehidupan ibangsa idan iikut 

melaksanakan iketertiban idunia yang iberdasarkan 

ikemerdekaan, iperdamaian iabadii,dan ikeadilan isosial i, 

maka idisusunlah ikemerdekaan ikebangsaan indonesia 

iitu idalam suatu iUndangi-Undang iDasar iNegara 

Indonesia iyang iterbentuk dalam isusunan inegara 

irepublik Indonesia iyang iberkedaulatan rakyat idengan 

iberdasarkan ikepada Ketuhanan iYang iMaha esai, 

iKemanusiaan Yang iAdil idan iBeradab, iPersatuan 

iIndonesia, idan iKerakyatan iYang dipimpin ioleh 
ihikmat ikebijaksanaan dan ipermusyawaratani/ 

perwakilan iserta imewujudkan ikeadilan sosial ibagi 

iseluruh irakyat Indonesiai” 
24

 Notonogora, Pancasila dasar falsafah negara, 

kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang 

Pancasila, Cet kelima , Bina Aksara : Jakarta: 1983, 
hlm 53 

25
 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 

Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta : 2012, hlm 45 
26

 Muhammad Tahir Azhari, Negara hukum : suatu studi 

tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hokum 

Islam,implementasinya pada periode Negara Madinah 

dan masa kini, Bulan Bintang, : Jakarta:1992),hlm 69 

iKebebasan iberagama idalam arti ipositifi; 

Ateisme itidak idibenarkan dan ikomunisme 

idilarang; iAsas kekeluargaan idan ikerukunani. 

Menurut iPhilipus iM. iHadjon bahwa iciri 

inegara hukum iPancasila iadalah: iai. iKeserasian 

hubungan iantara ipemerintah idan rakyat iberda-

sarkan iasas kerukunani; ib. iHubungan ifungsio-

nal iyang proposional iantara ikekuasaan Ne-

garai; ic. iPrinsip penyelesaian sengketa isecara 

imusyawarah dan iperadilan imerupakan sarana 

iterakhiri; di. iKeseimbangan antara ihak idan 

kewajibani. iPancasila isebagai tolak iukur bagi 

isegala ikegiatan ikenegaraan, ikemasyarakatan 

idan iperorangan yang imenyangkut iberkesusi-

laan atau ietikai.
27

 Dengan demikian dapat 

dikatakan filsafat hukum  menginginkan peni-

laian terhadap  hukum bertujuan untuk men-

capai ketertiban, kepastian hukum, keadilan 

serta kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Di-

dasarkan ipada iasas Pancasila imerupakan isum-

ber idari segala isumber hukum inegarai, imaka 

setiap iaturan ihukum positif iyang iberlaku di 

iIndonesiai, haruslah imencerminkan inilai-inilai 

iluhur dan imurni iyang iterkandung dalam 

imasingi-masing isila iPancasila dan ipokok-

pokok ifikiran iPembukaan UUD i1945.
28

 

Selain itu hukum harus bersumber pada 

keadaan masyarakat, sehingga masyarakat 

tidak perlu ditakut-takuti namun sadar taat 

hukum, taat asas, taat asbab, sebagaimana di 

nyatakan oleh Von Savinghy : hukum tidak 

dibuat oleh (pengusaha) tetapi tumbuh bersama 

sama masyarakat “das recht wird nicht 

gemacht, es 15th undwird mit demvolke“ Di 

Negara Indonesia hukum itu di buat oleh 

lembaga DPR bersama Presiden.
29

 Ketentuan 

seperti ini tidak buruk jika terhadap perbuatan 

                                                
27

 Kaelan, Pancasila Yuridis Kenegaraan,  Liberty, 

Yogyakarta : 1987, hlm. 10. 
28

 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok 

filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum 

Indonesia, cetakan ketujuh, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta: 2008, hlm .231. 
29

 Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, hlm, 10.  
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UU tersebut, DPR sebagai wakil rakyat dapat 

memahami dan merasa dirinya adalah sebagai 

rakyat sehingga di kemudian hari hukum yang 

tercipta adalah peraturan hukum yang di cita-

citakan oleh rakyatnya. Latar belakang ter-

bentuknya UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, terkesan dipaksakan tanpa 

melihat dari kemampuan pihak pengusaha 

dalam hal finansial yaitu memberikan upah 

kepada pekerja. Akibatnya antara perusahaan 

dan pekerja sering terjadi pertentangan pen-

dapat, yang dapat mengakibatkan;a. Perselisih-

an Hak; b.Perselisihan Kepentingan; c.Perseli-

sihan PHK; d.Perselisihan antara serikat 

pekerja/buruh dalam suatu perusahan.
30

 

Adapun ihak dan ikewajiban iserikat pe-

kerja imenurut iPasal 1 iayat i (1i) iUndang-

iUndang iNomor i21 Tahun 2000i; ”serikat ipe-

kerjai/serikat iburuh iialah iorganisasi yang 

idibentuk idarii, oleh idan iuntuk ipekerja atau 

iburuhi, ibaik di iperusahaan imaupun diluar 

iperusahaani, iyang bersifat iiibebas, iterbukai, 

imandiri, idemokratis idan ibertanggung jawab 

iguna imemperjuangkan, membela iserta ime-

lindungi hak idan ikepentingan ipekerja/iburuh 

iserta imeningkatkan kesejahteraan ipekerjai/ 

buruh idan ikeluarganyai.” Berdasarkan ipenger-

tian itersebut inyata bahwa itugas ipengurus 

pekerjai/iburuh i (SPi/iSBi) amat iberat itapi imuliai. 

Oleh isebab iitu imereka diberikan ijaminan 

iseperti yang idiatur iPasal 25i, iPasal i26, iPasal 

27i, iPasal 28i, iPasal 29i, idan Pasal i43 iUndang-

iUndang iNomor 21 iTahun i2000 tentang 

iSerikat iPekerja Serikat iBuruh. 

 

2.  Berdasarkan  Hasil wawancara Pemu-

tusan Hubungan Kerja (PHK)  dalam 

Hubungan Industrial di Kota 

Tangerang 

Kota Tangerang bedasarkan data yang 

diperoleh dari penelitian 4 tahun kebelakang 

(2016-2019) memiliki 250 perusahaan dengan 

58 serikat pekerja (terdiri dari 38 SP/SB & 20 

                                                
30

 Op.cit Hukum Acara Perburuhan, hlm. 21. 

federasi SP/SB), 24 perusahaan tutup karena 

merugi), 97 perusahaan pindah dan sisanya 

tanpa keterangan. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat dinyatakan pihak disnaker telah berupaya 

untuk melaksanakan mandat dan menjalankan 

peraturan yang diatur dalam UU No 13 tahun 

2003 dan UU No.2 Tahun 2004, terbukti pula 

telah mengadopsinya melalui Peraturan Wali-

kota (Perwal No. 64 Tahun 2016 sebagai ben-

tuk implementasi di lapangan. Upaya tersebut 

sangat luar biasa, sebagai lex specialis de rogat 

legi generalis. Perwal tersebut mengatur iKedu-

dukan Susunan iOrganisasi idan Fungsi iSerta 

iTata iKerja Dinas iKetenagakerjaani. iDalam 

Patwal idikatakani: Bidang ihubungan iIndustrial 

dan iJaminan iSosial iTenaga Kerja imempunyai 

itugas pokok imenyelenggarakan isebagian itu-

gas Dinas idalam ilingkup pembinaan ihubungan 

iindustrial idan jaminan isosial itenaga kerjai. 

iSeksi ipengupahan dan ijaminan isosial itenaga 

kerja imelaksanakan itugas ipokok dan ifungsi 

imengacu kepada iADi/ART iDinas iKetenaga-

kerjaan iKota Tangerang ibedasarkan iUU No. 2 

tahun 2004. Sebagai mana tertuang dalam pasal 

12 Perwal tersebut, salah satu tugasnya adalah” 

penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. Dengan 

demikian kepala Dinas Ketenagakerjaan tidak 

secara langsung menangani kasus-perkasus 

penyelesaian PHI.  

Biasanya panggilan dinas ini tidak cukup 

satu kali, dan bisa berkali kali. Hal tersebut 

dikarenakan para pihak ada yang mangkir 

hadir. Sehingga mediasi tidak berjalan lancar 

namun biasanya setelah di panggil dalam 

panggilan ke 3 tetap tidak bisa di selesaikan 

maka akan di lakukan panggilan terakhir. Bila 

para pihak telah membuat Perjanjian Bersama 

itanpa paksaan idari ipihak imanapun dan 

idilaksanakan idengan ipenuh rasa itanggung 

ijawabi, diitangani iinstansi baik, dan tidak ada 

tuntutan di kemudain hari baik secara perdata 

maupun pidana, maka perjanjian tersebut harus 

ditandatangani para pihak, bermaterai dan 

disaksikan oleh mediator Hubungan Industrial.  



“Supremasi Hukum” Volume 17 Nomor 2, Juli 2021                                                        Yusmedi Yusuf dan Annie Myranika                           

 

63 

 

Berdasarkan hasil penelitian data di 

lapangan ada kalanya kasus-kasus seputar 

penyelesaian HPI ini lama penyelesaianya 

yakni kurang lebih 6 bulan  (180 hari) dan ada 

kalanya tidak selesai (dalam status proses). Hal 

tersebut bertentangan dengan UUPPHI yaitu 

UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan 

hubungan Industrial sudah diselesaikan dalam 

tempo kurang dari 140 (seratus empat puluh 

hari).
31

 Bedasakan data kasus PHI di Kota 

Tangerang. selama 4 (empat) tahun kebelakang 

sebagai berikut; Tahun 2019 Penyelesaian PHI; 

PHK 148 kasus, Perselisihan kepentingan 35 

kasus, Perselisihan hak 17 kasus, total (200 

kasus) dan anjuran 61 kasus, Pb 58 kasus, 

bipatride 21 kasus dan proses 60 kasus, total 

200 kasus.  Di tahun 2018 anjuran 2 kasus, PB 

2 kasus, Bipatride 2 kasus, Proses 19 kaus total 

25 kasus.  Selanjutnya tahun 2017 ada anjuran 

68 kasus, PB 35 kasus, Bipatride 34, total 137. 

Lalu di tahun 2016 PHK 105 kasus, Perselisih-

an kepentingan 30 kasus, Perselisihan hak 22 

kasus, total 157 kasus. Selain itu ada anjuran 

71 kasus, Pb 30 kasus, Bipatride 30 kasus total 

157 kasus. Melihat data di atas dalam me-

nangani kasus PHI berdasarkan mediasi, Dinas 

Ketenagakerjaan masih lambat karena banyak 

kasus  dalam tatus dalam proses penyelesaian. 

 

D. Simpulan 

 

Penyelesaian PHK secara bipartite oleh 

iperusahaan ibanyak imengalami ikendala pada 

ifaktor ikurangnya ikomunikasi antara iserikat 

ipekerja idengan perusahaani. iPekerja idan 

serikat ipekerja imengalami jalan ibuntu idalam 

iperundingan, isehingga imelakukan iaksi adu 

ikekuatan idengan idemo bahkan imemaksa 

imenghentikan kegiatan iproduksii. iPHK sering 

idilakukan ioleh ipihak Perusahaan  itanpa ime-

minta iperundingan dan ipersetujuan iterlebih 

idahulu dengan ipihak iserikat pekerjai. iPihak 

                                                
31

 Op.cit Hukum acara perburuhan, hlm. 35.  

ipekerja imerupakan pihak iyang ilemah idari 

iaspek sosial iekonomis idan kurang imenda-

patkan ipembelaani/iperlindungan ihukum. iPihak 

iperusahaan sering imelakukan ipenekanan iter-

hadap pihak ipekerja iatau serikat ipekerja 

idengan merumahkan ipekerja idalam ibatas 

waktu iyang itidak iditentukan. iPerusahan imela-

kukan iPHK mengupayakan itanpa ipemberian 

uang ipesangoni, uang ijasa iatau ipenghargaan 

masa ikerja  isebagai imana idiatur dalam ipasal 

i157 iUndang-iUndang iNo. i13 iTahun 2003i. Pe-

nyelesaian PHK secara Bipatride iantara pihak 

iperusahaan idengan pihak  ipekerja, idalam im-

plementasinya banyak menemui kegagalan 

dalam bargaining. Selanjutnya Dinas Ketena-

gakerjaan Kota Tangerang dalam penyelesaian 

Mediasi PHK, telah berupaya melaksanakan 

mandat dan menjalankan UU iNo. i13 Tahun 

i2003 idan UU iNoi. i2 Tahun i2004i, hal ini ter-

bukti telah memiliki Perwal No. 64 Tahun 

2016 sebagai bentuk implementasi di lapangan. 

Namun apabila melihat data di lapangan kasus 

seputar PHI ini lama penyelesaiannya berkisar 

6 bulan (180 hari) dan ada kalanya tidak 

selesai-selesai (dalam status proses) sedangkan 

aturan mengharuskan diselesaikan dalam 

tempo kurang dari 140 (seratus empat puluh 

hari), hal tersebut menandakan bahwa pelak-

sanaan UU No. 2 Tahun 2004 masih belum 

efektif.  

Saran penulis Sebaiknya pihak perusaha-

an, pekerja dan serikat buruh idapat men-

ciptakan ihubungan iyang harmonis idan itidak 

arogani, agar iPenyelesaian Hubungan Indus-

trial) PHI melalui Bipartite dapat berjalan 

lancar. Sebaiknya Dinas Ketenagakerjaan da-

lam melaksanakan mandat dan menjalankan 

peraturan iyang diatur idalam UU iNo. i13 

iTahun 2003 idan iUU No 2 iTahun 2004 ijuga 

iperaturan atau kebijakan pemerintah daerah, 

diharapkan lebih memahami prosedur yang ada 

dalam aturan tersebut, sehingga keputusan 

yang di keluarkan tidak menyalahi hak-hak 

para pihak yang diberikan oleh hukum, khu-

susnya dalam efesiensi waktu pada upaya 
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penyelesaian perkara PHI. Selain itu Pihak 

pemerintah ada baiknya terus melakukan pem-

baharuan dalam membuat kebijakan penye-

derhanaan pada perkara PHI, kaena masih 

memakan banyak waktu sampai dibuatnya 

keputusan dalam mengadili sebuah perkara 

PHI. 
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